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PERATURAN DESA CANDIMULYO
NOMOR V TAHUN 2019
TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DESA

0.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CANDIMULYO,

bahwa tanah desa merupakan salah satu kekayaan desa vang perlu
dikelola  semaksimal mungkin, sehingga ada peningkatan
pendapatan desa guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa

bahwa dalam rangka pemanfaatan tanah desa guna peningkatan
kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pengaturan mengenai
pengelolaan dan pemanfataan tanah kas desa:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 atas perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menctapkan Peraturan Desa
tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa Candimulyo:

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
huruf b, dan huruf ¢ maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa
Candimulyo  Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 4221);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara  Pemerintah Pusal dan Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438):

Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan [nternational
Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan
Internasional Tentang Huk-IHak Fkonomi, Sosial dan Budaya (lLembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ~ Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lemhbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7. Tambahan 1embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495):
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemenntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 287) sebagaimana tclah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-U ndang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negart  Republik
Indonesia Nomor 5657);

Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5606):

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4405);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 1 embaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 lentang Pembagian Urusan

Pemerintahan  antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara  Republik
Indonesia ~ Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan,  Pengendalian dan  FEvaluasi  Pelaksanaan  Rencana
Pembangunan Dacrah (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang  Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

Perawran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 temtang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2006 Tentang
Peraturan Desa:

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIMULYO



MEMUTUSKAN -

Menetapkan : PERATURAN  DESA  TENTANG PENGELOLAAN DAN

PEMANFAATAN TANAH DESA CANDIMULYO TAHUN 2019

BABI
RETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud denpan:

1
.4

10.

13.

4.

I 9.

16.

Desa adalah Desa Candimulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosaobo:
Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Candimulyo, yaitu penyelenggaraan
urusan  Pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  dalam  sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indanesia:

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desa;

Kepala Desa Desa adalah Kepala Desa Desa Candimulyo Kecamatan Kertek
Kabupaten Wonosobo:

BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa, Desa Candimulyo Kecamatan Kertek
Kabupaten Wonosobo;

Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atas dasar
persetujuan bersama antara BPD dan Kepala Desa;

Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah kas desa. lapangan, bengkok,
lunggul/pengaren-aren, kuburan, dan titisara;

Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa vang dipergunakan untuk
menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

Lapangan adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang
kegiatan di desa dalam hal olah raga, kesenian atau kepentingan lain vang silutnya
masal.

Tanah Bengkok adalah bagian dari Tanah Desa yvang dipergunakan untuk tambahan
penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa:

Tanah Lungguh/pengaren-aren adalah bagian dari tanah desa vang digunakan
lambahan penghasilan bagi Kepala Desa Desa dan Perangkat Desa termasuk Sekdes
Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- Kuburan adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk tempat

pemakamam umum di masing-masing dusun di desa Candimulyo.

Pengelolaan Tanah Desa adalah usaha mengoptimalkan dava guna dan hasil guna
Tanah Desa melalui kegiatan perencanaan. pemanfaatan, dan pengawasan serta
pengendaliannya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan
dan pelayanan masyarakat desa.

Pemanfaatan Tanah Desa adalah pendayagunaan Tanah Desa yang digunakan untuk
Tanah Kas Desa, bengkok. dalam bentuk digarap sendiri. disewakan, bangun guna
serah atau bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan:

Sewa menyewa adalah Kegiatan pemanfaatan tanah kas desa oleh pithak lain dalam

Jjangka waktu tertentu dengan menerima uang tunai.

Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah kas desa oleh
pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya,
kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam Jangka waktu tertentu vang telah
disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunannya
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dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu,

Bangun serah guna adalah kegiatan pemanfaatan tanah kas desa oleh pihak lain
dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya. dan setelah
selesal pembangunannya diserahkan untuk didayvagunakan oleh pihak lain tersebut
dalam jangka waktu vang disepakati,

Pelepasan atau penyerahan tanah kas desa adalah kegiatan melepaskan hubungan
hukum antara pemegang hak atas tanah kas desa (Pemerintah Desa) dengan tanah
yang dimiliki/dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah
dan dipergunakan untuk mengadakan tanah pengganti yang lebih baik.

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara
memberikan ganti rugi kepada yang menyerahkan tanah, bangunan, tanaman. dan
benda lainnya yang berkaitan dengan tanah.

. Perubahan pemanfaatan Tanah Desa adalah perubahan  dari  suatu bentuk

pemanfaatan/penggunaan tertentu menjadi bentuk pemantaatan/penggunaan lainnya
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

- Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan

hasil pendataan tanah kas desa.

. Sertifikasi adalah kegiatan untuk mensertifikatkan tanah-tanah kas desa guna

mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum:

- Tindakan Hukum adalah tindakan-tindakan guna menyelesaikan permasalahan tanah

kas desa melalui jalur hukum, baik secara perdata maupun pidana:

BAB I
PEMANFAATAN TANAH DESA

Bagian Kesatu Umum
Pasal 2

lanah Desa dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa untuk Tanah kas desa, Lapangan,
Makam dan bengkok:

Pemanfaatan Tanah Desa scbagaimana dimaksud pada avat (1) diatur dalam
Peraturan Desa ini,

Pasal 3

Tanah Desa di Desa Candimulyo seluruhnya seluas 264.321 (Dua Ratus Enam

Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu) meter persegi:

lanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) dimanfaatkan untuk :

a. Tanah Kas Desa seluas 22.079 (Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Sembilan)
meter persegi;

b, Lapangan seluas 11.211 (Sebelas Ribu Dua Ratus Sebelas) meter persegi;

¢. Tanah Bengkok seluas 234.216 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus
Enam Belas) meter persegi; dan

d. Tanah Unwk Fasilitas TK Pertiwi seluas 1.500 (Seribu Lima Ratus) meter
PErsee,

Rincian pemanfaatan Tanah Desa sclanjutnya disampaikan dalam lampiran

tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan pemanfataan  Tanah  Desa
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sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat (2) sepanjang menyangkut

Kepentingan umum dan/atau kepentingan desa vang lebih strategis;

Kepentingan umum dan/atau kepentingan vang lebih strategis sebagaimana

dimaksud pada avat (1) terdiri dari -

a. Pemenuhan kebutuhan infrastrukiur  dasar berupa jalan umum, waduk.,
bendungan dan saluran irigasi pertanian lainnya, instalasi pengolahan air
bersih, instalasi pengelolaan limbah dan infrastruktur sanitasi lingkungan
lainnva;

b. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur ekonomi berupa bangunan pasar desa,
ruko dan prasarana jasa dan perdaganpan lainnya;

¢.  Pemenuhan kebutuhan infrastruktur social seperti bangunan sekolahan dan
prasarana pendidikan lainnya, rumah sakit, posyandu dan prasarang
pelayanan  keschatan lainnya. masjid, musholla dan prasarana keagamaan
lainnya, makam. balai budava, lapangan, ruang terbuka hijau dan fasilitas
umum lainnya:

d.  Pemcnuhan kebutuhan infrastruktur permukiman  tidak terbatas  pada
bangunan permukiman bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah dengan
syslem sewas

¢.  Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pedukuhan seperti pada bangunan gardu
ronda, balai pertemuan warga, gudang perkakas dan sarana pedukuhan
lainnya:

[.  Kegiatan peningkatan nilai guna dari Tanah Desa sebagai sumber Pendapatan
Asli Desa, baik yang dikelola secara sendiri oleh Pemerintah Desa maupun
untuk dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

Pasal 5

Perubahan pemanfaatan Tanah Desa ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa
Desa setelah memperoleh persetujuan dari BRD:

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan persetujuan setelah Pemerintah
Desa menyampaikan permohonan persetujuan dengan melampirkan Keterangan
sceara tertulis terkait dengan maksud dan  tujuan dilakukannya perubahan
pemanfaatan Tanah Desa:

Pasal 6

Perubahan pemanfaatan Tanah Desa menjadi Tanah Kas Desa, dilakukan dengan
tidak mengurangi hak perangkat desa dan/atau mantan perangkat desa atas
pencapatan tambahan yang bersumber dari pemanfataan tanah tersebut:

Pemenintah Desa harus menyediakan Tanah Desa vang senilai sebagai penggeanti
tanah bengkok yang pemanfaatannya telah dirubah menjadi Tanah Kas Desa
schagaimana dimaksud pada ayat (1);

Dalam hal tidak tersedia Tanah Desa yang senilai yang dapat digunakan scbhagai
pengganti, Pemerintah Desa harus memberikan kompensasi sebesar nilai dari
bengkok vyang pemanfaatannva telah  dirubah menjadi Tanah Kas Desa
sehagaimana dimaksud pada avat (1):

Yang dimaksudkan senilai dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah hasil guna lahan
bukan merupakan luasan,

Besaran kompensasi dianggarkan olch Pemerintah Desa dalam APBDes melalui
rekening pembiayaan:



I=Jd

1

BAB 111
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA

Bagian Kesatu
Pengelolaan Tanah Kas Desa

Pasal 7

L. Pengelolaan tanah kas desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, asas

manfaat, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian
nilai;

. Pengelolaan tanah kas desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk

meningkatkan pendapatan desa;

3. Pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada avat ( 1) harus mendapat

persetujuan dart BPD:

. Tanah kas desa dikelola oleh Pemerintah Desa  dan dimanfaatkan  untuk

kepentingan  penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan, dan pelavanan
masyarakat desa;

. Pengelolaan tanah kas desa dilaksanakan dengan  kegiatan perencanaan,

pemanfaatan, dan pengendalian.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 8

Perencanaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) adalah kegiatan-

kegiatan vang meliputi :

a. Merumuskan kegiatan vang akan dilaksanakan:

b. Menetapkan bidang-bidang dan persil-persil tanah sesuai dengan
peruntukannya;

¢. Menctapkan target dan waktu kegiatan;

d. Menetapkan pembiavaan; dan

¢. Menetapkan jangka waktu pengelolaan;

Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayvat

(1) ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Bagian Ketiga
Paragraf 1
Pemanfaatan Tanah Kas Desa

Pasal 9

Pemanfaatan Tanah Kas Desa dilakukan untuk :
a. [Digarap sendiri dengan:
1. tidak melakukan perubahan fungsi; atau
2. melakukan perubahan fungsi
b. Disewakan;
¢. Bangun guna serah dan Bangun serah guna;
Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang digarap sendiri sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1) hurul a dirinci lebih lanjut dalam lampiran 1 Peraturan Desa ini:
Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang digarap sendiri sebagaimana dimaksud pada
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ayat (1) hurut b dirinci lebih lanjut dalam lampiran 11, lampiran [11 dan lampiran [V
Peraturan Desa ini.

Pasal 10

Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 avat (1)
huruf a, b, dan ¢ harus mendapatkan izin dari Gubernur.

lzin Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap
pemanfaatan Tanah Kas Desa yang digarap sendiri dan tidak berubah fungsi.

Pasal 11

Untuk mendapatkan izin dari Gubernur schagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat

(1) Pemerintah Desa harus menyampaikan surat permohonan kepada Gubernur

melalui Bupati, yang dilampiri dengan :

4. ldentitas pemohon yang akan memanfaatkan Tanah Kas Desa:

b. Fotocopy bukti diri bagi pemohon perseorangan atau fotocopy bukti diri
penanggung jawab bagi pemohon yang bukan merupakan perseorangan:

¢. Unwk badan usaha swasta melampirkan fotocopy akia pendirian yang
telah dilegalisir;

d. Proposal yang memuat :

maksud dan tujuan pemanfaatan Tanah Kas Desa:

bentuk pemanfaatan:

data tanah dan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan:

letak tanah yang meliputi :

a. Dusun

b. Desa:

¢. Kecamatan; dan

d. Kabupaten:

Jangka wakw pemanfaatan Tanah Kas Desa:

Keputusan Kepala Desa Desa;

Persetujuan Badan permusyawaratan Desa; dan

Rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilavah (R1/RW) dari  Badan

Koordinasi Pembangunan Daerah (BKPRD) Kabupaten.

9. Untuk memperoleh persetujnan dari BPD, Pemerintah Desa  harus
menyampaikan proposal yang memuat sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d angka 1,2,3.4 dan 5.

- saSi- o oy
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Paragraf 2
Pemanfaatan Tanah Kas Desa Dengan Digarap Sendiri

Pasal 12

Pemerintah Desa dapat memanfaatkan Tanah Kas Desa dengan digarap sendiri
baik dengan melakukan perubahan fungsi maupun dengan tidak

. melakukan perubahan fungsi, scbagaimana yang dimaksud pada pasal 9 avat (1)

huruf a;

Dalam kaitannya Tanah Kas Desa digarap sendiri dengan tidak melakukan
perubahan fungsi dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipastil’

Dalam kaitannya Tanah Kas Desa digarap sendiri dengan melakukan perubahan
fungsi, sebelumnya Pemerintah Desa harus  sudah memperoleh 210 perubahan
fungsi dari Gubernur scbagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1).
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. Yang dimaksud dengan prinsip partisipasif sebagaimana vang dimaksud dalam

ayat (2) adalah dengan melibatkan warga masyarakat dalam pemanfaatannya.

Paragraf 3
Pemanfaatan Tanah Kas Desa Dengan Disewakan

Pasal 13

- Pemerintah Desa dapat melakukan pemanfaatan Tanah Kas Desa dengan

menyewakan Kepada masyarakat dan/atau pihak ketiga lainnya:

- Pemanfaatan Tanah Kas Desa dengan menyewakan sebagaimana vang dimaksud

pada avat (1) terdiri dari;
4. Menyewakan dengan tanpa perubahan fungsi
b. Menyewakan dengan perubahan fungpsi
Pasal 14

- Sewa dengan tanpa perubahan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13

ayat (2) huruf a dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;

. Sewa scbagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian

sewa, yang paling sedikit memuat tentang
a. subjek dalam perjanjian:
b. obyek perjanjian;
¢. ruang lingkup;
d. jangka wakitu;
e. hak dan kewajiban:
[. sanksi;
g. besaran sewa;
h. penvelesaian perselisihan;
1. keadaan memaksa (force majewre); dan
J. pengakhiran perjanjian,

3. Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tiap 1 (satu)

b

dan atau 2 (dua) tahun sekali di awal sewa:

Pasal 15

Sewa dengan perubahan fungsi sebagaimana vang dimaksud pada pasal
13 ayat (2) huruf'b dilakukan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat
diperpanjang;

. dewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian sewa dan

ditinjau kembali setiap 4 (empat) tahun;
Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan perjanjian sewa, paling
sedikit memuat

a. subjek dalam perjanjian;

b. obyek perjanjian;

¢. ruang hingkup:

d. jangka waktu;

e. hak dan kewajiban;

. sanksi:

g. besaran sewa:

h. penvelesaian perselisihan;

1. kcadaan memaksa (force majeure):

J- pengakhiran perjanjian; dan
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K. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
5. Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada avat (2) dilakukan tiap 1 (satu)
dan atau 2 (dua) tahun sekali dan dibayarkan pada setiap awal sewa.

Pasal 16

Pemerintuh Desa melakukan evaluasi kegiatan sewa menvewa Tanah Kas Desa
scbagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) sekurang- Kurangnya setiap 3 (tiga)
tahun sekali;

Pemerintah Desa melaporkan hasil evaluasi kegiatan sewa menyewa Tanah Kas
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD (Badan Permusvawaratan
Desa) sebagai satu bagian yang tidak terpisabkan dari LPPD (Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)

Pasal 17

lanah Kas Desa yang disewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2)

huruf’b dapat didirikan bangunan-bangunan oleh pihak penyewa;

Pihak penyewa sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilarang :

a. mengalihkan penguasaan atau menyewakan kembali Tanah Kas Desa kepada
pithak lain;

b. menambah keluasan Tanah Kas Desa yang telah ditetapkan oleh Gubenur:
dan/atau

dipergunakan sebagai pemukiman atau tempat tinggal.
Pasal 18

Setelah berakhimya masa perjanjian sewa, pihak penvewa wajib menyerahkan
lanah Kas Desa beserta  bangunan-bangunan  dan tanaman vang ada diatasnya
kepada Pemerintah Desa:

Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan berita
acara serah terima:

Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) adalah bangunan-bangunan milik
pemerintah yang yang digunakan untuk kepentingan umum. dengan ketentuan
bangunan-bangunan masih dipergunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi
instansi;

Dalam hal perjanjian sewa akan diperpanjang, maka tata cara pemanfaatannya diatur
schagaimana ketentuan dalam pasal 14 dan Pasal 15.

Pasal 19

- Pemanfaatan tanah kas desa berupa bangun guna serah dan bangun serah guna

schbagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf ¢ dilakukan atas dasar

a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan
pemerintahan desa untuk pelayanan kepentingan umum;

b. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk
peny edinan bangunan fasilitas.

Prosedur bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sebagai berikut ;

a. Mendapat rekomendasi Bupati:

b. Mendapat ijin Gubernur.



3. Jangka waktu kerjasama bangun cuna serah dan bangun serah guna sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang:

4. Dalam pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna dilakukan evaluasi
oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa Desa:

5. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan
bangun guna serah dan bangun serah guna kepada Pemerintah Desa:

6. Bangun guna scrah dan bangun serah guna dilakukan melalui perjanjian yang
sekurang-kurangnya memuat :

4. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian:

b. Obyck perjanjian;

c. Jangka waktu;

d. Mekanisme bagi usaha yang layak dan wajar;

¢. Hak dan kewajiban para pihak:

[. Mekanisme penyelesaian perselisihan:

g. Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure): dan
h. Mekanisme evaluasi pelaksanaan perjanjian.

Pasal 20

I Hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayvat (1)

menjadi pendapatan desa.

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari

keuangan desa masuk lain-lain pendapatan desa yvang sal.

3. Pendapatan desa schagaimana dimaksud pada ayat (2). dicatat dalam buku kas
umum dan disetor dalam rekening kas desa.

o]

Pasal 21

l. Kelompok masyarakat dapat mengajukan permohonan pemanfaatan Tanah Kas
Desa dengan perubahan fungsi untuk dipergunakan bagi kepentingan umum
schagaimana yang dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf a angka 2

. Kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud pada avat (1) terdiri dari -

a. l'asilitas peribadatan yang dikelola oleh masyarakat;

b. Fasilitas pendidikan non formal vang bisa dikelola oleh masyarakat dan atau
kelompok masyarakat, dan untuk pendidikan formal harus berupa Yayasan:

¢. Fasilitas keschatan dasar yang dikelola oleh masyarakat: dan

d. Fasilitas umum pedukuhan yang dikelola oleh masyarakat lainnya.

3. Satan kelompok masyarakat yang dapat mengajukan permohonan pemanfaatan
Tanah Kas Desa dengan perubahan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1) adalah Kelompok Kegiatan (Pokgiat) LPMD pedukuhan setempat;

4. Permohonan pemanfaatan Tanah Kas Desa dengan perubahan fungsi sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Desa yvang dengan
melampirkan;

a. Surat  Permohonan  yang ditandatangani  oleh Kelua Kelompok
Kegiatan (Pokgiat) LPMD dengan diketahui oleh dukuh setempat

b. Foto copy bukti diri dari pemohon
<. Proposal vang memuat
. Maksud dan tujuan pemanfaatan Tanah Kas Desa:
il. Bentuk pemanfaatan;
iti. Data tanah dan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan:
iv. Letak tanah yvang meliputi :
1} Pedukuhan;

b



2) Desa:
3) Kecamatan:
v. Susunan panitia pelaksana
vi. Fotocopy KTP Ketua dan Sekretaris
vil. Denah Lokasi

viil. Gambar Rencanaa Bangunan

5. Tata cara. Pengaturan dan Penatalaksanaan pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh
kelompok masyarakat dengan perubahan fungsi termasuk akan tetapi tidak terbatas
kepada penatalaksanaan asset vang berdiri diatasnya, untuk selanjutnya diatur
melalui Peraturan Kepala Desa Desa.

Baginn Keempat
Pembiayaan

Pasal 22

Biaya sertifikasi tanah yang disewa dengan perubahan fungsi. biaya pelepasan tanah,
biaya pengadaan tanah pengganti, biaya sertifikasi tanah pengganti dun biava
pengurusan perijinan pemanfaatan tanah yang dilaksanakan bukan oleh Pemerintah Desa

menjadi beban pemohon atau pemanfaal. Akan tetapi jika
digunakan oleh Pemerintah Desa sendiri

atas tanah kas desa yang
atau masyarakat menjadi beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa,

BAB 1V
PELEPASAN TANAH DESA UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pasal 27

1. Tanah desa dapat dilepaskan untuk :

u'l'

b.

c.

d

’It=-.'l

a,

b.

e

T oo

.
i.
k.
)

Ke

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah /
Pemerintah Daerah atau BUMN:

Pengganti tanah masyarakat yang dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk
pembangunan;

Pengganti tanah masyarakat yang terkena pengadaaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum: dan / atau

Kepentingan relokasi hunian karena terjadi bencana alam.

pentingan umum sebagaimana dimaksud pada avat (1) terdiri dari:

Pertahanan dan keamanan nasional;

Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan
lasilitas operasi kereta api;

Waduk, bendungan. bendung, irigasi, Saluran air minum, saluran pembuangan
air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;

Pelabuhan, Bandar udara, dan terminal:

Infrastruktur minyak. gas, dan panas bumi:

Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan ditribusi tenaga listrik;

Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah:

Tempat pembuangan dan pengolahan sampah:

Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah:

Fasilitas keselamatan umum (tanggul penanggulangan banjir, bahava lahar, dll):;
lTempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah:
Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijan publik:

m. Cagar alam dan cagar budava;



e |

n. Kantor Pemerintah/Pemerintah Dacrah/Pemerintah Desa:

0. Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atan konsolidasi tanah, serta
perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa:

P- Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah:

q. Prasarana olah raga Pemerintah/Pemerintah Daerah: dan

r. Pasar umum dan lapangan parkir umum.

Pelepasan tanah kas desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persvaratan sebagai berikut :

a. lzin dari Gubernur: dan

b. ganti tanah vang senilai dengan tanah vang dilepaskan:

Dalam hal penggantian berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah

pengganti vang senilai,

Pelaksanaan pelepasan tangh desa dan perolehan tanah pengganti dilakukan oleh

panitia yang dibentuk oleh Bupati.

Untuk mendapatkan izin dari Gubernur sebagimana dimaksud pada avat (3) huruf

a, Pemerintah Desa harus menyampaikan surat permohonan kepada Gubernur

melalui Bupati, yang dilampiri dengan :

a. identitas diri untuk lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah atau L.embaga yang
diberi penugasan untuk melaksanakan kepentingan umum dengan melampirkan
peraturan pembentukan kelembagaan:

b. Proposal yang memuat :

1} maksud dan tujuan pemanfaatan Tanah Kas Desa:
2) benwuk pemanfaatan;
3) data tanah dan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan:
4) letak tanah kas desa, yang meliputi :
i. pedukuhan;
i. desa;
iit. kecamatan: dan
iv. kabupaten.
3) rencana penganggaran, vang meliputi:
i. besarnya dana: dan
il. sumber dana.
6) Keputusan Kepala Desa Desa:
7) Persetujuan Badan Permusyawaratan Rakvat;
8) Rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilavah (RTRW) dari Badan Koordinasi
Pembangunan Dacrah (BKPRD) Kabupaten.
Dalam pelaksanaan pengadaan tanah pengpanti sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) menjadi tanah milik Kasultanan dan/atau tanah milik Kadipaten.

BABV
PENGAWASAN DANPENGENDALIAN

Pasal 28

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Tanah Desa dilaksanakan oleh Kepala
Desa Desa dan BPD,

Kepala Desa Desa wajib menvampaikan laporan sccara tertulis kepada BPD tentang
pelaksanaan pengelolaan Tanah Desa dalam  rangka pengendalian pengelolaan
Tanah Desa vang dilaksanakan setiap akhir tahun.



BAB VI
PENGAMANAN TANAH KAS DESA

Pasal 29

Pengamanan tanah desa dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
. Inventarisasi:

. Sertifikasi: dan

. Tindakan Hukum,

2
3
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Pasal 30

Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 30 huruf a dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa dan menghimpun hasil inventarisasi tersebut kedalam daflar
inventaris Tanah Desa;

Kegiatan inventarisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Tim ad hoc yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa Desa

Salinan daflar inventaris Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayata
disampaikan olech Kepala Desa Desa kepada BPD.

Pasal 31

. Sertifikasi scbagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b harus dilaksanakan

terhadap Tanah Desa yang belum bersertifikat agar mendapatkan kepastian
hukum dan jaminan perlindunganhukum:

Sertifikasi dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan desa:
Tanah Desa yang diperoleh dari hasil usaha desa dan menggunakan anggaran dari
desa disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa,

Pasal 32

Semua sengketa yang terkait dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan Tanah
Desa,  diselesaikan  dengan  cara  musyawarah  dan berpedoman  pada
Kesepakatan/perjanjian yang telah dibuat:

Apabila musyawarah tidak dapat mencapai kesepakatan maka Pemerintah Desa
dapat menempuh penyelesaian dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana
yang dimaksud pada Pasal 30 huruf ¢ :

Tindakan hukum sehagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa gugatan
perdata dan laporan pidana;

Tindakan hukum dapat dilakukan terhadap pihak lain vang tdak terkail dengan
pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Desa apabila pihak lain tersebut diduga
melakukan pelanggaran hak maupun tindak pidana terhadap Tanah Desa.



BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

I. Bagi Perangkat Desa (bukan PNS) yang telah purna jabatan masih memiliki hak

untuk mengolah bengkok tersebut selama 1 tahun ke depan terhitung sejak

tanggal purna jabatan,

Tanah Desa yang sampai dengan saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat baik

vang dilakukan secara perorangan maupun kelompok, baik yang melakukan

perubahan fungsi maupun yang tidak melakukan perubahan fungsi, harus

disesuaikan dengan Peraturan Desg ini:

3. Penyesuaian sebagaimana vang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa  selambat-lambamya 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya
Peraturan Desa ini.

Pt

BAR VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Candimulyo Terdahulu
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 35

Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Desa Ini
akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 36
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Candimulyo.

Ditetapkan di Desa Candimulyo
“Pada tanggal 22 Oktober 2019
Pj. Kepala Desa,

. WAHMNADWI P, SH.

Divmumkan di Candimulyo
Pada tanggal 22 Oktober 2019
Sckergtaris Desa,

HERT SUSILO AMIN
Lembaran Desa Candimulyo Tahun 2019 Nomor V



Lampiran : Peraturan Desa Candimulyo
Nomor ;05 PERDES 7 X /2019
Tanggal =22 Oktober 2019
Perihal : Pengeloluan dan Pemafaatan Tanuh Kas Desa
A. Pemanfastan Tanah Kas Desa Untuk Lapangan dan Kantor Desa (11.211 M%)
. _ BATAS
NO | BLOK| NO | NAMA | ALAMAT | FUNGSI | LUAS T R TG S
Kantor JALAN KASYATL TANAH KAS
) 15 | os |Kom Kafikuto [ tegatan | 2201 |JALAR Tl et Lo BALAI DESA
2 15 10 | Lapangan | Kalikuto | tepalan 9.000 | bengkok Kaum | Bengkok tamping | Bengkok kadus JALAN RAYA
B. Pemanfantan Tunah Kas Desa Untuk TK. Pertiwi (1.500 M?
BATAS
§ L3 ¥ 5
NO |BLOK NO | NAMA | ALAMAT | FUNGSI | LUAS SRR R S LATAN TR,
Bengkok Sawah TANAH KAS T TANAH KAS TANAH KAS
. 41009 | s Blok21 | awah 1300 | pEga " DESA DESA
€. Tanah Kas Desa (16,394 M?)
NO [BLOK | NO | NAMA | ALAMAT | FUNGSI| LUAS e BT
g UTARA TIMUR SELATAN BARAT
! 06 | 100 |Karbos A R ORO | Fogatan | 2.640 | WAGIMAN | JALAN JALAN JALAN
2 06 | 59A | Karbos Brok oo | Tegatan | 215 | NURHADI | DIARTO JALAN JALAN
3 06 | 598 | Karbos CANDIROTO | Togalan | 848 | JALAN JALAN PONIRAH TUWANDI
4 09 | 53 |Karbos B Ok oTO | Tegalan | 1.132 | SUNGAIL DARJONO SUNGAI SUNGAI
= CANDIROTO | LAPANGAN
5 09 | 73 | Karbos BLOK 000 | Tegalun | 4297 | JALAN CANDIROTO | WARDIYO JALAN
CANDIROTO BAROKAH,
6 9 | 75 |Kabos | ik ooe | Temalan | 947 [ LAPANGAN |JALAN DUSUN Lryissierice WARDIYO




CANDIROTO | .. RUSTONO, SDN 02
7 191 01 | Karbos BLOK 019 | Femalan | ool AL AN SAMAN CANDIMULYO | JALAN
: = Ml CANDIROTO
- BLOK 040
D). Tunah Bengkok Kepala Desa (83,541 M%)
, BATAS
NO |BLOK | NO | NAMA ALAMAT | FUNGSI | LUAS AR TOMUE | SELATAS O
CANDIROTO TANAITKAS | TANAH KAS
1 21 | 08 | Kades Bk 0 Sawuh | 1.332 | JALAN DESA gy W'y JAL AN
CANDIROTO KD
2 21| 10 [Kades BLOK 021 Sawah | 5514 | oy periwn JALAN KABAYAN | JALAN
CANDIROTO
3 21 | 12 | Kades 'BLOK 021 Sawah | 3118 | TKD KADES JALAN JALAN JALAN
CANDIROTO | SUDARND MISMO AL
4 21| 13 | Kades BLOK 021 Sawsh | 4991 | TKD KABAYAN | JALAN TUTLR AHMAD
5 21 | 15 | Kades CANDIROTO | o
BLOK 021 1379 | TKD KABAYAN | JALAN TKD KADES | WARSITO
| CANDIROTO TANAH KAS TANAH KAS
6 31 | 20 |Kodes BLOK 0o Sawah | 3915 | LANA JUT bt WARSITO
CANDIROTO |
73 | A | Kodes BLOK 021 Sy 686 | TKD KABAYAN | JALAN TKD SEKDES | SUTIKNO
GONDANG TANAH KAS TANAI KAS
5 30 149 | Kades BLOK 30 Sawah 3.287 DESA DESA TKD TKD
9 3t | 107 | Kades m‘;‘f’“ Sawah | 21.215 | IPEN TKD MARHAMI | DARTO
10 | 31 | 109 | Kodes gfg‘wﬂ Sawah | 4.672 | ALMUNAWAROI | PARIT JUT T
GONDANG TANAH KAS SALIURAN | . .
1 | 31 | 150 | Kades BLOK 91 Sawab | 11.020 | FANA s KD TKD
GONDANG TANAH KAS DARTI, TANAH KAS | TANAH KAS
12 | 31 | 148 | Kodes BLOK 31 ek | 1233 npen HAMDI DESA DESA
GONDANG ASWARI. TANAH KAS
13 | 32 | os¢ | Kades ooy | Sawah | 1081 | NETIPRIVATI | ASW o SALURAN AIR




E. Tanah Bengkok Sekdes (34.740 M

BATAS
NO |BLOK | NO | NAMA | ALAMAT [FUNGSI|LUAS o T T S T
| CANDIROTO YATNO, 7

| 16 | 102 | Sekdes | gHIPROTO | ropatan | 6042 | YATNO JALAN JALAN DESA KARSO, SUPRAT

Sekdes CANDIROTO TANAH KAS TANAH KAS SUTIKNO, KUAT
2 2 | 22 BLOK 21 Sawsh | 10850 | o0 Jur DESA SUSANTO
3 31 | sg | Sekdes gr_"gg‘;f“] Sawah | 3345 | YANI DUL MUNIR | 1. TEIO T

Sekdes KALIKUTO | . TANAH KAS TANAI KAS
! 15 | 1s BLOK 015 | Sawsh | 3240 | TANA ABU KHOLIB | AN T

Sckdcs CANDIROTO TANAIT KAS TANAH KAS |
| 2 | 20 | S RLOK 021 | Sawah | 315 | (A4 T Loy WARSITO

e CANDIROTO
d 13 | BLOK 021 | S8Wah | 30W | 4 wepriwn | saLaN TKD KABAYAN | JALAN

Sckdcs KALIKUTO TANAH KAS
I s | n | Sk BLOK o1 | Swwab | 1oz | (A JUT JALAN LAPANGAN DESA
2 15 | g | Sekdes BALINUID. | ogveh | 3313 sazane TKD BAJURI JALAN

BLOK 015
F. Tanah Bengkok Kasi Pemerintnhan (7.937 M7)
'i HhTAH

NO | BLOK | NO NAMA ALAMAT | FUNGSI | LUAS [ —TATAS ST

Ko MADUKORO
| 06 | W | oo Tegal 770 | JALAN NDOYO TKD JALAN

Kasi HARWANDI.
2 | 09 | 25 |Pomerinthan | MADUKORO |, 1299 | TKD TKD WARSO NGAISAH

: DIKROMO

Kas GONDANG
3 2 | e (R BLOK 35 Sl 330 | SUKIMAN | YUSNADI | MUKTAMAR | JALAN

Kasi GONDANG AHMAD .

0 | 66 | R g Sowsh | 2888 | AMMAD |y MUHDI PARYONO

§ | 31| 32 |Kssi GONDANG Sawah 289 | DARTO SUSYADI | NGADIKEMI | DARTO




. Pemerintahan | BLOK 31 SAHIRIN | _ SAHIRIN
6 | 32 | s6 m o g?gf‘:‘;*“ Swwsh | 2361 | TANAHKAS ‘Tn:n et e DUL HADI
G. Tanuh Benghok Kaur Keuangan (7.695 M?) o
NO | BLOK | NO | NAMA ALAMAT | FUNGSI | LUAS | iR ""‘T';’ﬁ_ﬂ =~ IV
1 | 30 | 150 | Koesi b Sawah 794 | TANAHKAS | piran pans eAB | Loy
NERCIE - TN Tl TR
1 | 2 | ﬁ‘;ﬂm gl Sawah | 4.085 5’;‘:”“‘“‘5 e Fmi DUL HADI
H. Tanah Benghok Kaur Perencansan Pembangunan (7.217 M7)
NO |BLOK NO | NAMA ALAMAT | FUNGSI | LUAS | TR H"‘T‘;iu.r = SARAT
! 21 | A FH;;M gfgt?{:rﬁz?m Sawal 429 ﬁf Gl ll.'ly*rli}i!mm*l ::;?Egn
2 32 | gg | Ker gfgb?‘;;f Sawah 2 826 E:ﬁ';ﬁ DULHAK | TARJSULI ey
. Tanah Bengkok Kasi Pelayanan (7,109 M%)
NO BLOK NO | NAMA ALAMAT | FUNGSI | LUAS |— e “"‘T"E‘SEMT = TS
: S I T CANDIROTO | o
Pelsvanan BLOK 021 2118 | TKD KADES | JALAN JALAN JALAN
; 21 | ga | Kas CANDIROTO | ¢ TKD SUDARND | MISMO AL
_ Pelayanan BLOK 021 3991 | KABAYAN | JALAN TUTUR AHMAD




J. Tannh Bengkok Kadus Madukoro (12.012 M?)

NO BLOK| NO | Nama ALAMAT | FUNGSI | LUAS |—cers nuuaﬂﬂﬁzmr T,
I 13 | an | e E&%}fﬁ Sawah | 3.159 E‘Egif" KAS 1 ABuKkHOLIB | JONI S E“"E;"f'm
AR AR R b Sawsh | 3.808 h*ggi””"‘“ T WAlONG | JALANRAYA
AE Ay E“Lﬂ]ﬂﬁ’““ Tegalan | 5.045 ’ﬁlﬁ;’;‘;:ﬁ"‘“ JALAN ﬁﬂﬂ? mr. JALAN
KALIKUTO

. ka Kaodus Kalikuto (16.301 M%) AR
NO BLOK | NO | Nama ALAMAT | FUNGST | LUAS [ T T SECAR TS
1 | o5 [ g3 |Kodus Eﬁxﬁm Tegalan | 4.767 | JALAN g JALAN JALAN
2 | ‘o8 | s [SEES A aR® | Tegatan | 1.008 | TKD GIYATUN TKD JALAN
BB ER N srokor O |sawah | 9057 sy WEAS |y e HEAS | jaswaND!
4 || 30 | |Rme SONEat | sawsn 3.343 | LANAHKAS | e raain JE"‘S'i"“ AR A Eas
L. Tanah k Kadus Candiroto (18,172 M%)
NO | BLOK| NO | NAMA ALAMAT | FUNGSI | LUAS | e “"‘T;LT v e
1 09 | oip | Sudus Mé"'ﬁ}”:” Tegalan | 5.609
2 | oy | oo |Kndus NADURORO | Tegatan | 1,480

15 07 | Kadus KALIKUTD Sawah 3.367 | JALAN | JALAN TANAHEAS | BALAI DESA




| Candiroto BLOK 015 KAMPUNG DESA

4 | 3 1 6 | SN BUNCANG | sawah 5845 | YANI DUL MUNIR | M. TEIO T

M. Tanah Benghkok Kadus Gondang (22.841 M) N

NO BLOK| NO | NAMA ALAMAT | FUNGSI | LUAS [ oo T Hﬂsi"r = YD
1 | os | |Kwhs MADURORO | Tegatan | 6348 | TRD Eﬁ%n TRivgNO | SANAHEAS
2 | | 20 Ef_mgl_uig BLOK 009 | Tegalan | 573 MAKAM | JALAN NGAISAH | MAKAM

3 | 3 | 1o gﬂ;ﬂ Bop NG | sawah | 15.920 CaSn | TRDPARIT e R RN KA
N. Tanah Bengkok Staf Kasi Pemerintahan (4 496M°2)

No |BLOK!| No | Nama ALAMAT | FUNGSI | LUAS VT R H""‘iﬁ.‘“ = YL
] LR E A it B AOOIKUTO | Suwah 1256 | JITRIAR | jarAN ;”E;ﬂ{ | WARSIDI

2 w; | g [0 ok atO I Sawah | 3240 Kan ooy | ABUKHOLIB SAMALRMY |t
(3. Tonah chgkalr Staf Kaur Keusngan (2329 M?)

No |BLOK | No | Nama ALAMAT | FUNGST | LUAS | T T e e,
! 13 | 15 [ 2Nk RAPTO Isawah | 2329 BARIAKI | TRUSI SARON pags TURAE | g




P. Tanah Bengkok Kaum Madukoro (1.751 M”) -
: , BATAS
NO ’ nLﬂg NO NAMA ALAMAT | FUNGSI | LUAS AR A s s
KHAMIDI .
Kaum GONDANG 1 EKOED .
| 28 72 Sawah 1.751 | ENI SAIFIL T
Madukoro BLOK 028 | susILoOwaTr | PRAPTONO
Q. Tanah Bengkok Kaum Kalikuto (2.799 M)
BATAS
NO | BLOK | NO NAMA ALAMAT | FUNGSI | LUAS S TIMUR SELATAN T
Kaum KALIKUTO _ KANTOR LAPANGAN
i 15 09. | S b ore Sawah 279 | npe A T DESA JALAN RAYA
_R. Tanah Bengkok Kaum Candiroto (3,591 M%)
No |BLOK| No |  NAMA ALAMAT | FUNGSI| Luas HATAS
UTARA TIMUR SELATAN BARAT
| 20 |04 Kanum CANDIROTO i
| Madukoro BLOK 020 " 3.39] | TKD TARMOREJO | PRASETYD | JALAN
S. Tanah Bengkok Ksum Gondang (2.500 M%)
. : i | BATAS
NO | BLOK | NO NAMA ALAMAT | FUNGSI | LUAS AT R i VTG
Kaum GONDANG TANAH DARTI, TANAH KAS | TANAH KAS
12 | 3 [ M8 | Gondang | BLOK 31 Sawah | 2500 | casDESA | HAMDI DESA DESA
T. Bengkok Staf Administrasi di luar Peranglt (2.500 M%)
BATAS
NO | BLOK | NO NAMA ALAMAT | FUNGSI | LUAS UTARA s S AT T
; 3t | 56 | Siaff Admin gfgg ‘;"FG Sawih 2.500 | YANI DUL MUNIR H. TEJO T




L. Bengkok Staf Administrasi di luar Perangkat (2,500 M?

A BATAS
NO  BLOK | NO NAMA ALAMAT IAS | ST

bt Bececdl I 7 VT TIMUR SELATAN BARAT
CANDIROTO TKD
>
? 21 | 10 | SuifAdmin | 4y o 00y Sl 2300 | 1% pERTIWI | JALAN KABAYAN | JALAN
rtetapkan di Desa Candimulyo
~Pada tanggal 22 Oktober 2019




